Menimbang

Mengingat

BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TIENGOARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemcrintah, Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

_bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a

perlu menetapkan pedoman penilaian risiko di lingkungan
pemerintah Kabupaten Belu;

_bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penilaian Risiko Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Belu;

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
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PATS IV
TAHAPAN PINILAIAN [IGTKL)

il 6

Pelaksannan  pendlainn  risiko  meliputh tabhapan  prakondisi,
penotapan kriterln, dan langlah kerja penilaiannys,

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 7

Prakondisi  Penilainn  Risiko adalah  tahapan  untuk
menindaldanjuti — Desain  Penyelenggarasn GPIP,
menctapkan konteks penilaian risiko sesuai dengan
tujuannyn, dan mendapatkan data awal kelemahan
pengendalian intern,

Penctapan Kriterin adalah tahapon untule menetapkan
kontcks risiko, menectapkan  struktur  analisis  dan
kriterin  penilaian  risiko, dan  pemahaman  proses
operasional (bussiness procest) atas kegiatan  yang
dinilai risikonya.

Langkah kerja Penilaian risiko adalah tahapan yang
terdiri  dari identifikasi  dan  analisis  risiko, sertz
pelaporan  hasil penilainn  risiko  yang  didalarnya
memuat Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risikn,

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Pedoman Pclaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan
Instansi Pemerintah Dacrah scbagaimana tercanturm
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, merupaksn
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
Format Kertas Kerja Penilaian Risiko, tercantum
dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peroturan Bupati
ini.
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Pedoman Pclaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan
Instansi Pemerintah Dacrah scbagaimana tercanturm
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, merupaksn
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
Format Kertas Kerja Penilaian Risiko, tercantum
dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peroturan Bupati
ini.



BA I
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
frecdornnn Pentlaian Risiko disusun dengan maksud untuk
rnemberikan ncunan dan panduan  dalam  mempercepat
pembanginan, pengembangan, dan penyelenggaraan SPIP
(h lingkungan Instansi Pererintah melalui identifikasi dan
annhiais risiko sehingga diperoleh Daftar Risiko, Status
Risike, dan Peta Risikonya.

Pasal 3

Pedorman Penilaian Risiko disusun dengan tujuan:

a. memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bag
Instansi  Pemerintah  dalam pelaksanaan penilaian
risiker,

. mermberikan informasi tentang adanya risiko dalam
suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya;
dan

¢. memberikan acuan dalam rangka melakukan
pengkornunikasian dan pemantauan suatu kegiatan di
lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 4

Fuang lingkup Pedoman Penilaian Risiko adalah kegiatan

instansi permerintah pada tingkat:

a. Tingkat strategis yang meliputi penilaian risiko pada
aspek strategis yang menjadi tanggungjawab bupati;

b. Tingkat organisasional yang meliputi penilaian risiko
orgpnisasi yang bersifat manajerial yang menjadi
tanggung jawab pimpinan perangkat daerah;

¢. Tingkat operasional yaitu penilaian risiko di tingkat
kegiatan operasional.

BAB III
SASARAN

Pasal 5

Sasaran pengguna Pedoman Penilaian Risiko adalah:
Instansy Pernerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu
dalam kaitannya menyelenggarakan SPIP.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan @ PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  PENILAIAN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELY

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Kabupaten Belu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Belu.

3. Bupati adalah Bupati Belu.

4. Sckretaris Daerah adalah  Sckretaris  Daernh
Kabupaten Belu.

S. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan dacrah.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Dacrah Kabupaten
Belu.

7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
cfektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan  aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang
selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem
Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang
selanjutnya  disingkat BPKP  adalah Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah yang
bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang
bertindak sebagai Instansi Pembina SPIP.

10 Penilaian Risiko adalah kegintan  penilaian  atas
kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian
tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
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2.

5.

Unedsirig, Undang, Meomenr 2% Tabon 2014 tentany
Vemerimahan  Dacrab (lembaran Megars Regnabli
Indonesin Takitrr 2014 Ftnor 244, Tarmbahian |4mbaran
Heppra Mepublik Indonesia Momeor G087), sebaypimana
telauby diubuah beberagm kali terakhic dengan Undang -
Undany, Nomor 9 Tabiun 2015 tentany, Verubabian Kedos
Aas Undang ~ Undany Momeor 22 Tanun 2014 tentany
Vemerintashan Daerah (Lembaran Megarz Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5%, Tambahan lembaran
Heyury Pepublik Indonesis NMoror 5679,

3. Peraturan Vemerintah Nomor 60 Talun 200% tentang

Bistemn Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negzra
Republik Indonesia Tzhiun 200% Nomor 127, Tambzhan
Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor 4290);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinasn dan Pengawaszn Penyelenggarazn
Pemerintahan  Daerazh  (Lembaran  Negzrz Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambzhan Lembzran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tzhun 2007
tentang  Pedoman Tata Cara Pengawasan  Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerzh;

. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan

Pembangunan Nomor : Per-1326/K/LB/2009 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan

Pembangunan Nomor : Per-688/K/D4/2012 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko Di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerzh
(Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 4,
Tambzhan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 28)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerzh (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015

Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu
Nomor 99);
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LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR

: 28 TAHUN 2019

TANGGAL : 2JULI 2019

1.1

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU

BAB 1
GAMBARAN UMUM

LATAR BELAKANG

BPKP telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-
1326/K/LBV/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) untuk keseluruhan unsur dan sub unsur,
termasuk sub-unsur identifikasi risiko dan analisis risiko.
Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP tersebut menctapkan
kementrian/lembaga atau Pemerintah Daerah (Instansi
Pemerintah) sebagai unit penyelenggara SPIP. Untuk Penilaian
Risiko, dua Pedoman Teknis sudah memberikan panduan
langkah-langkah identifikasi dan analisis risiko namun belum
mencakup metode pengintegrasian, penetapan kriteria dan
formulir — formulir untuk menuangkan hasil penilaiannya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini disusun dengan
maksud untuk memberikan acuan dan panduan untuk
mempercepat penyelenggaraan SPIP di lingkungan Instansi
Pemerintah Daerah. Penggunaan Pedoman Pelaksanaan ini
diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai :

1. bahan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan penilaian risiko;

2. menghasilkan informasi tentang daftar, status dan peta
risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan
pengendaliannya; dan

3. bahan acuan dalam rangka pengkomunikasian dan
pemantauan pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan
Instansi Pemerintah Daerah.



Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agnr aeting omng mengeiahuinys, memeriantahkarn
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannys
dalam Berita Dacrah Kabupaten Belu

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 2 Juh 2019

f\ﬁ\;rm nm.}u.{
R e

LWILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 2 Juli 2019
\USEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,{

fl\ S BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2019 NOMOR 28
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nan il
PRAKONDINI PENILAIAN HIBIKS

Ienilaian Rimtko pada dasaenyn mervpolion lagatoarn vt
werpiideniileant leeadbony Yo e o i ikt Y e
nanvan natanal  pemerintahy Bonsepul anb e ntntal sl g
prakondint apar proses  ddentifilast donanalisis psibe Al
dilaksanakan secara etision dan efelotil sewd lapabde pistibe Vepiline
Rinitko menurat Pevatoran Pemerintahy Nagar G0 Fabiiny 20008 gt
adanya Desain Penyelenggarnon SPH Data omnl bl 54030
o perha dinnalsia sebelom melalaiban penilnlon sk

A. KARAKTERISTIK PENILAIAN RIBIKO MENUIST  VERATUMAN
PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2001

Seauad denpan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Vemerintah S 4/
Tahun 2008, Penilabon Risileo meliputh dog egiatan jpiveie yuiti
(1) identifikast dan (2) analisis risiko, Proses penilaisn fisie,
sesuat ayat (3), didahulul  dengan  penetapan Sujusn e
tjuan di tngkat Instanst Pemerintah msupun tajusn 45 Grigzs!
Kegintan, Pemisnhan penctapan tujuan ini akan menjads stz
atan kriteria dalam menilai visilo karena  Pentlaian  Misike
adalah “keglatan ponilalan atas kemungkinan kwjudian
yang mongancam pencapaian  tujuan dan  sssarsn
pemerintah”,
Tajuan Instansi Pemerintnh binsanys ditetapban dalam Veneans
Strategis (Renstra) dan Rencann Kinerja Tahunasn (K] stz
Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Kerja $aerah
di Pemda, Mengingat bahwa Renstra dan dan MET tersebnn
hanya teropernsionalisasi melalui Unit - Organisasi K/1 dan
Pemda schingga pelaksannnnnya konsisten dengan tujisn dalaen
Renstra dan RKT instansi pusat dan dacrah, make tujuan dan
sasaran instansi pemerintah dibagi menjadi tiga tinglatan sesuss
dengan  konteksnya  ynitu  konsteks  strategs,  konteks
organisasional, dan konteks operasional,

B. EKSISTENSI DESAIN PENYELENGGARAAN BPIP

Kegiatan penilaian risiko dalam praktiknya dilakulan terhadap
tindakan dan / atau kegialan - kegiatan yang telah didentifias;
dalam Desnin Penyelenggaraan SPIP suatu K/L atau Pemda,
Oleh karena itu, adanya Desain Penyelenggarann SPIP selzin
menjadi prasyarat Penilaian Risiko terhadap semua keygiatan oleh
suatu unit organisasi, juga menjadi bahan manajemen untuk
mengendalikan  semua  unilt organisasi yang diwajblan oleh
pimpinan K/L/Pemda untuk penyelenggaraan SPIP.
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Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Kerja $aerah
di Pemda, Mengingat bahwa Renstra dan dan MET tersebnn
hanya teropernsionalisasi melalui Unit - Organisasi K/1 dan
Pemda schingga pelaksannnnnya konsisten dengan tujisn dalaen
Renstra dan RKT instansi pusat dan dacrah, make tujuan dan
sasaran instansi pemerintah dibagi menjadi tiga tinglatan sesuss
dengan  konteksnya  ynitu  konsteks  strategs,  konteks
organisasional, dan konteks operasional,

B. EKSISTENSI DESAIN PENYELENGGARAAN BPIP

Kegiatan penilaian risiko dalam praktiknya dilakulan terhadap
tindakan dan / atau kegialan - kegiatan yang telah didentifias;
dalam Desnin Penyelenggaraan SPIP suatu K/L atau Pemda,
Oleh karena itu, adanya Desain Penyelenggarann SPIP selzin
menjadi prasyarat Penilaian Risiko terhadap semua keygiatan oleh
suatu unit organisasi, juga menjadi bahan manajemen untuk
mengendalikan  semua  unilt organisasi yang diwajblan oleh
pimpinan K/L/Pemda untuk penyelenggaraan SPIP.



. Mengembangkan langkah kerja dari rumusan atau aturan
tentang subunsur identifikasi dan analisis risiko yang
termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,
. Mengembangkan langkah - langkah terkait dan yang relevan
di Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009
tanggal 7 Desember 2009 khususnya tentang Pedoman
Teknis Penyelengggaraan Identifikasi dan Analisis Risiko.

. Mendesain langkah kerja penilaian risiko sesuai dengan
ketatalaksanaan  (bussiness process) kegiatan  unit
organisasi.

. Mengujicobakan pada pelaksanaan kegiatan di Perangkat
Daerah dengan menuangkan hasilnya pada lembar kerja dan
/ atau formulir yang tersedia.

. Melakukan pembahasan untuk menilai aplikabilitas
pedoman dan penyelarasan dengan pedoman - pedoman
lainnya.
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1.4
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HUANG LINGKUP

Pomng lingkvip Pedammnn Pelakesanaan Venilaian Visiko  ini

tediprath prenniliinns risiker gpmda Instansi Pemerintab Dacrals,

provelan tign gt Gindaban o ke gintan yaitis

Vo Tinghent steateggs yonige tnelipnati penilaian risiko pada aspek
strategis yong menjaedi tanggangiawnt buapati;

2. Tingknt  organisasional  yang,  melipati penilaian risiko
argensnsl ynng bersifut mnnngerinl yang menjadi tanggung,
jwnky pitnigitinn perangkat dacrah;

& Tingkeat aperasional yaita penilaian risiko di tingkat kegiatan
(e rasionnl,

INTRGRAST DENGAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP
Sesuni denygan definisi, tujuan dan unsur SPIP, kebijakan dan
prosedur Penilaion Risiko  dikembangkan  sebagai  bagian
integral dari penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan. Sifat
integratif Venilaian Risiko terletak pads ¢

). Penggunann hasil  Desain  Penyelenggaraan  SPIP  yang

memberikan informasi tentang unit, kegiatan, atau program

aqrick win penyelengygaraan SPIP,

Venggunaan hasil Diagnostic Assessment (DA) terutama yang

terkaitan dengan kelemahan - kelemahan  lingkungan
pengenidaalian,

2. Hasil Penilaian Risiko berupa daftar risiko, status risiko dan
gt risiko akan menjadi dasar pengembangan kebijakan
dan prosedur dalam Kegiatan Pengendalian. Pemanfaatan
hasil penilaian risiko ini diperlukan untuk memastikan
bubiwa  pengembangan  kebijakan dan prosedur kegiatan
pengendalian - dilakukan  terintegrasi  dengan  tindakan
manajermen  dalam  perencanaan  strategis  hingga
pertanggungjawaban berdasarkan skala prioritas dan risiko.

N
3

Metodologl Penyusunan

Vedoman  Pelaksanaan  Penilaian Risiko ini  dikembangkan
dengpan metodologi  dedukatif-hierarkis.  Dengan menjaga
pernikiran bahwa penyelenggaraan SPIP integral dengan proses
kegiatan operasional, langkah — langkah kerja dikembangkan
dari aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor
£ Tahiun 200% tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
bingga langkah - langkah konkrit dengan mengacu pada proses
oprrasional kegiatan unit organisasi sebagai berikut
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1.1

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU

BAB 1
GAMBARAN UMUM

LATAR BELAKANG

BPKP telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-
1326/K/LBV/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) untuk keseluruhan unsur dan sub unsur,
termasuk sub-unsur identifikasi risiko dan analisis risiko.
Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP tersebut menctapkan
kementrian/lembaga atau Pemerintah Daerah (Instansi
Pemerintah) sebagai unit penyelenggara SPIP. Untuk Penilaian
Risiko, dua Pedoman Teknis sudah memberikan panduan
langkah-langkah identifikasi dan analisis risiko namun belum
mencakup metode pengintegrasian, penetapan kriteria dan
formulir — formulir untuk menuangkan hasil penilaiannya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini disusun dengan
maksud untuk memberikan acuan dan panduan untuk
mempercepat penyelenggaraan SPIP di lingkungan Instansi
Pemerintah Daerah. Penggunaan Pedoman Pelaksanaan ini
diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai :

1. bahan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan penilaian risiko;

2. menghasilkan informasi tentang daftar, status dan peta
risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan
pengendaliannya; dan

3. bahan acuan dalam rangka pengkomunikasian dan
pemantauan pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan
Instansi Pemerintah Daerah.



Prinsip Penetapan Konteks Operasional

Penetapan Konteks Operasional i dilalailaan vtk
mcm:ml:k:m bahwa tujuan  poda liu;rlrul‘ l‘l‘l),‘:f:
mempunyai  kriterin - pengulouran, m;'miitlruli'lulla‘ff";
sgml)cr daya, pihal yang I)I:f'“l“[."!lHlf!'“‘//llil tin foi :
pihak terkait. T a

ke opernsionisl adalah vk

Tujuan penetapan konte

rrllcmnsu.knn ruang lingkup proses penilainn risilo yung,
akan dilakukan oleh suniu unit  organisasi il
kaitannya dengan tugas - fugns  1eknls st

organisasi.
Output Penetapan Konteks Operasional
Konteks  Opernsgionsl pedislinhy

Output Penetapan
rumusan sasaran dan tujuan, pemahaman  proses
operasional, kegiatan  teknis operasional  serts
penetapan struktur analisis dan leriterin evaluas risikso

untuk kegitan operasional dimaksud,
Langkah Kerja Penetapan Konteks Operasional

Langkah kerja penetapan konteks operasionsl adalah

sebagai berikut :

1) Dapatkan
sebagaimana
termasuk indikator

2) Dapatkan definisi

daftar setiap kegiatan teknis
tertuang dalam Renslra, RKT, DPA
sasarannya;

dan tujuan keg

tersebut  pada

iatan masing -
butir 1)

masing kegiatan
sebagaimana tertuang dalam Kebijakan  dan
Standard Operating Procedure (KSOP);

3) Dapatkan informasi tentang lingkungan  yang,
mempengaruhi pelaksanaan kegiatan teknis
operasional yang meliputi anggaran, ruang linglkup,

lokasi, input, output, pihak terkait,

peraturan yang relevan serta sarani

g dibutuhkan;
rovement (AO]) atau

4) Dapatkan ikhtisar Areas of Imp '
temuan BPK/APIP/informasi pengelola lainnya yang
perkaitan dengan kelemahan pcngcndalian intern
pada kegiatan opcrasional terscbut dan lakukan
langkah - langkah kerja sebagai bcri!cut g
- Nilai pcngaruh dan kem_ungkmqn
peristiwa risiko karena ketiadaan 1n
(hard control) dan ter_hadap dampak p
tujuan instansi pemermtah. "
- Nilai pengaruhny2 terhadap dampak d{(l
kemungkinannya perdasarkan pada  aspe
kekuatan atau kelemahan lingkungan
pengendalian berda;arkan 51spck manusia yang
menjalankannya (soft control)..
5) ’I‘uangflan langkah - Jangkah di atas dalam Kertas
Kerja KKPR - 1.1 dan KKPR - 1.3.

dan prasarana yan

terhadap
frastruktur
encapaian

10



c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Organisaslonal

| . ' IBOBI011
Langkah kerjn  penetapan konteks  orpanisasionil

adalah scbagai berikut: '

1) Dapatkan rumusan misi dan tu) '
sehagaimana tertuang  dalam  Renstra
Dacrah termasuk indikator sasarannyi;

2) Lakukan analisis bahwa tujuan (lnn‘ s_uusz;urnn unit
organisasi tersebut selaras dengan misi dan tujuan
instansi pemerintah; o S

3) Lakukan analisis bahwa ' indikator  sasaran
memenuhi persyaratan SMART,

4) Dalam hal ditemukan adanya tujuan yang, In:h‘u'n
SMART dan belum sclaras dengan visi dan misi,
dilakukan perbaikannya  scbelum melakukan
identifikasi dan analisis risiko; '

5) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan scbagaimana
tertuang dalam kebijakan dan Standar Operasional
Prosedur (KSOP);

6) Dapatkan informasi tentang Iingkungnn. yang,
mempengaruhi pelaksanaan kegiatan strategis yang,
meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi,
input, output, outcome, pihak terkait, ketentuan /
peraturan perundang - undangan yang relevan
serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;

7) Dapatkan ikhtisar Areas of Improvement (AQOIl) yang,
terkait dengan unit yang bersangkutan dan temuan
BPK/APIP/informasi  pengelola  lainnya  yang
berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern
pada unit tersebut dan lakukan langkah - langkah
kerja sebagai berikut:

- Nilai dan kemungkinan pengaruhnya terhadap
peristiwa risiko karcna ketindaan infrastruktur
(hard control) dan terhadap dampak pencapainn
tujuan instansi pemerintah.

- Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan
kemungkinannya berdasarkan pada  aspek
kekuatan atau kelemahan lingkungan
pcngcndalian berdasarkan aspek manusin yang
menjalankannya (soft control), ‘

8) Tuangkan langkah - langkah di atas dalam Kertas
Kerja KKPR - 1.1 dan KKPR - 1.3,

uan unit organisns
Peranghid

3. Pen_etapan Konteks Operasional

Kegiatan Instansi Pemerintah pada tingkatan yang lebih
rcndah merupakan  kegintan  yang  bersifnt teknis
operasional yang dilaksanakan sesuni dengan tugas dan
fungsi yang telah ditetapkan. Kegintan padan linp,lu‘nlnn ini
gapat berupa kggif\lﬂll yang bersifot  substansi  sesuni
ken.gan karakteristik unit yang  bersangkutan  maupun
egiatan dukungan yang bersifat generik,
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2) Dapatkan analisis lingkungan  yang, mencayig
analisis SWOT tentang politik, sosial, ekonomi,
hukum teknologi dan faktor lainnya  yang
mempengaruhi peran dan fungs OTEATInAN;

3) Dapatkan informasi tentang lingkungan  yang
mempengaruhi  pelaksanaan  peran dan !u'r,;/,'.,
strategis yang meliputi anggaran, ruang Imy/'u,rf,
waktu. lokasi, input, output, oulcome, [anax
terkait, peraturan yang relevan dengan  peran
strategis organisasi,

4) Dapatkan informas: tentang _prr;-y:dur yang,
diterapkan dalam melaksanakan tindakan strategs,
instrumen - instrumen yang digunakan dan
pengendalian yang ada;

5) Dapatkan ikhtisar hasil identifikasi p«:mzs:ﬂ:;h:m
SPIP pengelola kegiatan dan informasi lainnyz 7404
berkaitan dengan pengendalian intern;

6) Tuangkan langkah — langkah diatas dalam Kertas
Kerja KKPR - 1.1, KKPR - 1.2, KKPR - 1.2.

2. Penetapan Konteks Organisasional

Tujuan Pemerintah Daerah secara operasionzl dicapai

melalui akumulasi pencapaian tujuan Perangkat Dacrah di

lingkungannya. Tujuan Perangkat Daerah tersebut diczpai

melalui  pencapaian  kegiatan  operasional vang

dilaksanakan melalui tindakan manajemen unit organisasi

tingkat menengah. Tindakan yang menjadi tanggungzwab

pimpinan unit organisasi (instansi pemerintah tingkat

menengah) tersebut harus dipetakan dengan baik pada

konteks organisasional untuk mempermudah proses

penilaian risikonya.

a. Prinsip Penetapan Konteks Organisasional
Tujuan Pemrintah Daerah secara teknis operasional
diwujudkan dalam rumusan misi, tujuan dan sasaran
sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daer
dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rumusan tujuan
harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan
terika_t w_aktu (SMART) dan selaras dengan tujuan
organisasi.
Tujuan Penetapan Konteks Organisasi adalah untuk
memastkan ruang lingkup proses penilaian risiko yang
akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam
kaitannya dengan tugas - tugas atau tindakan yang
bersifat manajenal. ’

b. Output Penetapan Konteks Organisasional
Output Penetapan Konteks Organisasional ad
rumusan misi, tujuan dan sasaran organisasi,
pemahaman proses operasional (business process)
tundakan manajemen untuk mencapai misi, tujuan dan
Sasaran, serta menetapkan strukwtur analisis dan
kriteria evaluasi nsd-go terhadap tujuan unit organisasi
dalam konteks organisasional dimaksud.
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BAB III
PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

A. PENETAPAN KONTEKS RISIKO

Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana tertuang dalam
dokumen perencanaannya harus ditempatkan pada
konteksnya untuk mempermudah penilaian risiko. Dalam
penilaian risiko, konteks ini dibagi dalam konteks stratetis,
konteks organisasional dan konteks operasional. Tindakan dan
Kegiatan vang diidentifikasi pada Desain Penyelenggaraan SPIP
harus ditempatkan pada tiga konteks diatas.

1. Penetapan Konteks Strategis/Eksternal .
Pencapalan tujuan Pemerintah Daerah tidak dapat
dilepaskan dari tindakan yang bersifat strategis yang tidak
tercermin dalam kegiatan teknis operasional di tingkat
bawah namun sangat berpengaruh terhadap keberadaan
dan kelangsungan suatu Pemerintah Daerah. Tindakan
yang biasanya menjadi tugas pimpinan instansi
pemerintah tersebut harus dipetakan dengan baik pada
konteks strategis untuk mempermudah proses penilaian
risikonyva.

a. Prinsip dan tujuan Penetapan konteks Strategis
Penetapan  konteks strategis pada prinsipnya
merupakan pernyataan peran Pemerintah Daerah.
Pernyvataan peran instansi dinyatakan dalam
pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang
dibangun setelah menganalisis lingkungan eksternal
dan internal. Tujuan yang ditetapkan tersebut harus
spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat
waktu. Dalam konteks penilaian risiko, penetapan
konteks strategis disamping bertujuan untuk
membatasi ruang lingkung, kriteria dan struktur
penilaian risiko juga untuk memudahkan komunikasi
Bupati dengan seluruh pegawainya.

b. Output penetapan Konteks Strategis
Output Penetapan Konteks Strategis adalah deskripsi
tentang aktvitas strategis, outcome yang diinginkan
dani aktivitas strategis, faktor — faktor kritis didalam
lingkungan, pemangku kepentingan  (stakeholder)
internal dan eksternal serta kriteria evaluasi risiko.

c. Langkah Utama Penetapan Konteks Strategis
Langkah utama untuk mendapatkan Konteks Strategis
adalah sebagai berikut :

1) Dapatkan rumusan tentang aktivitas strategis
Instansi pemerintah dan hasil outcome yang

diharapkan dari pelaksanaan aktivitas strategis
tersebut;



BAB III
PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

A. PENETAPAN KONTEKS RISIKO

Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana tertuang dalam
dokumen perencanaannya harus ditempatkan pada
konteksnya untuk mempermudah penilaian risiko. Dalam
penilaian risiko, konteks ini dibagi dalam konteks stratetis,
konteks organisasional dan konteks operasional. Tindakan dan
Kegiatan vang diidentifikasi pada Desain Penyelenggaraan SPIP
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a. Prinsip dan tujuan Penetapan konteks Strategis
Penetapan  konteks strategis pada prinsipnya
merupakan pernyataan peran Pemerintah Daerah.
Pernyvataan peran instansi dinyatakan dalam
pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang
dibangun setelah menganalisis lingkungan eksternal
dan internal. Tujuan yang ditetapkan tersebut harus
spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat
waktu. Dalam konteks penilaian risiko, penetapan
konteks strategis disamping bertujuan untuk
membatasi ruang lingkung, kriteria dan struktur
penilaian risiko juga untuk memudahkan komunikasi
Bupati dengan seluruh pegawainya.

b. Output penetapan Konteks Strategis
Output Penetapan Konteks Strategis adalah deskripsi
tentang aktvitas strategis, outcome yang diinginkan
dani aktivitas strategis, faktor — faktor kritis didalam
lingkungan, pemangku kepentingan  (stakeholder)
internal dan eksternal serta kriteria evaluasi risiko.

c. Langkah Utama Penetapan Konteks Strategis
Langkah utama untuk mendapatkan Konteks Strategis
adalah sebagai berikut :

1) Dapatkan rumusan tentang aktivitas strategis
Instansi pemerintah dan hasil outcome yang

diharapkan dari pelaksanaan aktivitas strategis
tersebut;



Pembedann konteks  risitko  pada  tingkat  atrategs,
organisasional dan operasional juga mengarahkan perilas
nmko mengidentifikasi sumber, dampak dan pihak yang
terkena dampak risiko. Untuk itu periu dibuatkan tata
cara pengukuran dampak risiko atas rumusan risiko yang
tendentifikasi.

Penetapan Kriteria Penilaian Risiko
Risiko vang sudah diidentifikasi harus dikategonkan untuk
menentukan strategi operasional pelaksanaan penilaian
nsiko  selanjutnya.  Kriteria  Evaluasi Ristko  yaitu
keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima
dan / atau mengenai tingat risiko vang dapat ditoleransi
dan yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan
pada awal kegiatan penilaian risiko. Kriteria Evaluasi dapat
dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan cfcktifitas
penanganan risiko.
a. Skala Dampak Risiko
Risiko, sebelum ditangani harus dianalisis atau
dievaluasi. Kriteria Penilaian Risiko atau Kriteria
Evaluasi Risiko terdiri dari tiga komponen yaitu
dampak, probabilitas dan gabungan dampak-
porbabilitas. Ketiga hal ini harus ditetapkan untuk
lebih mengarahkan analisis risiko.
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsckuensi atau
dampak risiko dapat dipilih (skala tiga atau skala ma)
dan dibuatkan deskripsinya untuk menjamin
konsistensi dalam analisis risiko.
Dalam klala tiga, jenjang dan deskripsi dampak
diilustrasikan sebagai berikut :
No | Dampak Deskripsi |
1 | Rendah Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas [
operasi rendah |
Pengaruhnya terhadap kepentingan p.\ru';
| pemangku kepentingan rendah I
2 | Sedang Pengaruh  terhadap dan aktuvitas opcm\zz
| sedang ) R
Pengaruhnya terhadap krpcmmgan para
pemangku kepentingan sedang

i

-

|

)

2

Tinggi Pengaruh terhadap strategi  dan ukuums!

! 3 !

operasi tinggi |
Pengaruhnya lcrl\mlnp k!"p(‘l“ll\hx\l\ p-\m

| pemangku kepentingan tinggi
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B. PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA

PENILAIAN RISIKO

Pimpinan  instansi  pemerintah - menctapkan  stroteg

operasional  yang  konsisten  dan  strategi  mannjemen

terintegrasi  dengan  rencana  Penilaian Risiko,  Stroteg)
operasional diwujudkan untuk menentukan kriterin evalunsi
vang akan dianalisis sesuai dengan struktur yoang dianalisis,

Struktur analisis risiko dan kriteria evaluasi risiko dihanrapkan

akan menuntun para pihak yang terlibat dalam penilainn

nisiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sama,

Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam penctapan struktur

analisis dan kriteria penilaian risiko, antara lain :

- Kriteria evaluasi risiko harus menggambarkan  kriterin
pengukuran keberhasilan (succsessful measures)
pencapaian tujuan organisasi schingga dapat pula menjadi
landasan pengukuran dampak dan kemungkinan terjndinyn
nisiko;

- Dasar perumusan yaitu aspck opcrasional, tcknis,
keuangan, hukum, regulasi, ketaatan pada ctika, sosial,
lingkungan, kemanusiaan, citra, reputasi, pclayanan publik
atau kriteria lainnya;

- Tuwjuan, sasaran, kebijakan internal instansi dan
kepentingan pemangku kepentingan,

- Persepsi dari pemangku kepentingan serta ketentuan yang
berlaku pada instansi.

Berdasarkan aspek — aspek tersebut, sclanjutnya dirumuskan

dalam skala dampak, skala kemungkinan dan deflinisi kategori

risiko.

1. Penetapan Struktur Analisis Risiko
Struktur analisis risiko  perlu  diperolch  untuk
mendapatkan pemahaman tentang aspek yang akan
dibangun meliputi sumber, dampak dan pihak terkena
dampak atas kegiatan yang dinilai risikonya.
Sesuai sifat organisasi pemerintah dan untuk kemudahan
implementasi SPIP secara keseluruhan, struktur analisis
risiko diterapkan untuk tindakan dan kegiatan untuk tiga
konteks risiko yaitu : konteks strategis, kontcks
organisasional dan konteks tingkat operasional.
Sumber nisiko disusun untuk mendapatkan pemahaman
tentang aspek - aspek dimana risiko tersebut berasal yang
dapat berupa S M (Man, Money, Machine, Method, Material),
vang dalam bahasa operasional diartikan sebagai Sumber
Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana,
prosedur serta pengguna dan para pihak yang terkait,
Dampak risiko diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh
atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa yang
menghambat pencapaian tujuan tersebut terjadi.
Pihak yang terkena dampak diidentifikasi agar penilai
mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh dampak
tersebut kepada pihak - pihak yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi.
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- Kriteria evaluasi risiko harus menggambarkan  kriterin
pengukuran keberhasilan (succsessful measures)
pencapaian tujuan organisasi schingga dapat pula menjadi
landasan pengukuran dampak dan kemungkinan terjndinyn
nisiko;

- Dasar perumusan yaitu aspck opcrasional, tcknis,
keuangan, hukum, regulasi, ketaatan pada ctika, sosial,
lingkungan, kemanusiaan, citra, reputasi, pclayanan publik
atau kriteria lainnya;

- Tuwjuan, sasaran, kebijakan internal instansi dan
kepentingan pemangku kepentingan,

- Persepsi dari pemangku kepentingan serta ketentuan yang
berlaku pada instansi.

Berdasarkan aspek — aspek tersebut, sclanjutnya dirumuskan

dalam skala dampak, skala kemungkinan dan deflinisi kategori

risiko.

1. Penetapan Struktur Analisis Risiko
Struktur analisis risiko  perlu  diperolch  untuk
mendapatkan pemahaman tentang aspek yang akan
dibangun meliputi sumber, dampak dan pihak terkena
dampak atas kegiatan yang dinilai risikonya.
Sesuai sifat organisasi pemerintah dan untuk kemudahan
implementasi SPIP secara keseluruhan, struktur analisis
risiko diterapkan untuk tindakan dan kegiatan untuk tiga
konteks risiko yaitu : konteks strategis, kontcks
organisasional dan konteks tingkat operasional.
Sumber nisiko disusun untuk mendapatkan pemahaman
tentang aspek - aspek dimana risiko tersebut berasal yang
dapat berupa S M (Man, Money, Machine, Method, Material),
vang dalam bahasa operasional diartikan sebagai Sumber
Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana,
prosedur serta pengguna dan para pihak yang terkait,
Dampak risiko diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh
atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa yang
menghambat pencapaian tujuan tersebut terjadi.
Pihak yang terkena dampak diidentifikasi agar penilai
mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh dampak
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Prinsip Penetapan Konteks Operasional

Penetapan Konteks Operasional i dilalailaan vtk
mcm:ml:k:m bahwa tujuan  poda liu;rlrul‘ l‘l‘l),‘:f:
mempunyai  kriterin - pengulouran, m;'miitlruli'lulla‘ff";
sgml)cr daya, pihal yang I)I:f'“l“[."!lHlf!'“‘//llil tin foi :
pihak terkait. T a

ke opernsionisl adalah vk

Tujuan penetapan konte

rrllcmnsu.knn ruang lingkup proses penilainn risilo yung,
akan dilakukan oleh suniu unit  organisasi il
kaitannya dengan tugas - fugns  1eknls st

organisasi.
Output Penetapan Konteks Operasional
Konteks  Opernsgionsl pedislinhy

Output Penetapan
rumusan sasaran dan tujuan, pemahaman  proses
operasional, kegiatan  teknis operasional  serts
penetapan struktur analisis dan leriterin evaluas risikso

untuk kegitan operasional dimaksud,
Langkah Kerja Penetapan Konteks Operasional

Langkah kerja penetapan konteks operasionsl adalah

sebagai berikut :

1) Dapatkan
sebagaimana
termasuk indikator

2) Dapatkan definisi

daftar setiap kegiatan teknis
tertuang dalam Renslra, RKT, DPA
sasarannya;

dan tujuan keg

tersebut  pada

iatan masing -
butir 1)

masing kegiatan
sebagaimana tertuang dalam Kebijakan  dan
Standard Operating Procedure (KSOP);

3) Dapatkan informasi tentang lingkungan  yang,
mempengaruhi pelaksanaan kegiatan teknis
operasional yang meliputi anggaran, ruang linglkup,

lokasi, input, output, pihak terkait,

peraturan yang relevan serta sarani

g dibutuhkan;
rovement (AO]) atau

4) Dapatkan ikhtisar Areas of Imp '
temuan BPK/APIP/informasi pengelola lainnya yang
perkaitan dengan kelemahan pcngcndalian intern
pada kegiatan opcrasional terscbut dan lakukan
langkah - langkah kerja sebagai bcri!cut g
- Nilai pcngaruh dan kem_ungkmqn
peristiwa risiko karena ketiadaan 1n
(hard control) dan ter_hadap dampak p
tujuan instansi pemermtah. "
- Nilai pengaruhny2 terhadap dampak d{(l
kemungkinannya perdasarkan pada  aspe
kekuatan atau kelemahan lingkungan
pengendalian berda;arkan 51spck manusia yang
menjalankannya (soft control)..
5) ’I‘uangflan langkah - Jangkah di atas dalam Kertas
Kerja KKPR - 1.1 dan KKPR - 1.3.

dan prasarana yan

terhadap
frastruktur
encapaian
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Penetapnn nren oot bidang yang menjadi prioritas
Inalansl pemerintab disesuaikan dengan selera risiko
alant preferenst risiko instansi  pemerintan,  Dalam
piinbur dintns bldung mersh merupakan area yang
memiliki  sisa risiko yang sangst  membutubkan
penanpanst  prioitas  (ristko tidak dapat  diterima).
Helanjutnya untuk bidang kuning rmenjadi prioritas
berikiinys  (risiko tidak dapat diterirna), sedangkan
pada bidang hijau berorti dapat ditoleransi (risiko
dapot diterima),

Dulam skala lims, matriks peta risiko terdiri dari dua
puluh lima bidsng, Bisdng-tidang dengan spesifikasi
wirns lersebhut menjodi dasar menetapkan risiko yang
dopatl  diterims  dan  tidak  dapat diterimna.  Contoh
Matrile Riniko skala lima sdalah sebagai berikut ©

No, | Kemungkl Komseknnensi/Dampak
nan Tidak Kurang | Sedang ' Signifik Katastropik
Bignifik | Blignifik an /Sangat

S 9 an | an | ¥ s “?-"
I Hanpmt tseduny | Tingg | Sangst : Semvgat Sangat ;
| Berng |Tingg | Tmzg | Tweg |
/) Hering Bedany, | Sedang ’ Tmgz ’ Somgat | Sanzat l
_____ ] | Tingg | Tines N
B (adangy- Hendoh | Sedang | Tingg | Tmzzg Sangat t
kndang, ' Tmgz !
r ] Tl—n—r_ung Fendah | Mendsh | Sedang | Sedang | Timgz }
5| Bangat Hendsh | Pendah | Rendsh | Rendah  Tmzz |
J urang i !

Pimpinan instansi pernerintah menetapkan area vang
menjadi  prioritas  perhatian  sesuai dengan selera
risikonya atau preferensinya. Dalam Matriks diatas,
arca sangat tinggl menunjukkan area yang mempunyai
sisa risiko yang sangat tinggl vang beraru
membutuhkan penanganan dengan prioritas vang
sangat tinggi (risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya,
untuk arca tinggi dan sedang menjadi prioritas
penanganan berikutnya (risiko tidak dapat diterima),
pada area rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat
diterima).

Tuangkan langkah - langkah diatas dalam Kertas Kerja
KPR-2.1 dan KKPR-2.2.




Penetapnn nren oot bidang yang menjadi prioritas
Inalansl pemerintab disesuaikan dengan selera risiko
alant preferenst risiko instansi  pemerintan,  Dalam
piinbur dintns bldung mersh merupakan area yang
memiliki  sisa risiko yang sangst  membutubkan
penanpanst  prioitas  (ristko tidak dapat  diterima).
Helanjutnya untuk bidang kuning rmenjadi prioritas
berikiinys  (risiko tidak dapat diterirna), sedangkan
pada bidang hijau berorti dapat ditoleransi (risiko
dapot diterima),

Dulam skala lims, matriks peta risiko terdiri dari dua
puluh lima bidsng, Bisdng-tidang dengan spesifikasi
wirns lersebhut menjodi dasar menetapkan risiko yang
dopatl  diterims  dan  tidak  dapat diterimna.  Contoh
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Bignifik | Blignifik an /Sangat

S 9 an | an | ¥ s “?-"
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Pimpinan instansi pernerintah menetapkan area vang
menjadi  prioritas  perhatian  sesuai dengan selera
risikonya atau preferensinya. Dalam Matriks diatas,
arca sangat tinggl menunjukkan area yang mempunyai
sisa risiko yang sangat tinggl vang beraru
membutuhkan penanganan dengan prioritas vang
sangat tinggi (risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya,
untuk arca tinggi dan sedang menjadi prioritas
penanganan berikutnya (risiko tidak dapat diterima),
pada area rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat
diterima).

Tuangkan langkah - langkah diatas dalam Kertas Kerja
KPR-2.1 dan KKPR-2.2.




R Kadonng | Mungkin terjndi
neknli tnlinm 10
Jndnng | tahun

Kemungkinan
kurang  dari  pada |
S5O0, tetapgn  masih |
cukup beaar |
Probabilitas kurang
dan  pada 50 %
tetapi masih cukup |
tinggi ‘

Mungkin
terjadi atau peluang

%
| =9

———as - T
tidak | 4

50/50 |

4 Srring Mungkin terjadi kira-
kirn  sekali dalam
of ] setahun
5 Sangat | Dapat terjadi
Sering | bebeerapa kali dalam
setahun

Kemungkinan terjadi |
> 50% il
|

c. Matriks Risiko / Skala Risiko

Matriks Risiko atau Skala Risiko berfungsi secbagai
dasar atau template untuk penyusunan peta risiko
sckaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan
alas arca risiko yang dapat diterima (acceptable) atau
arca tidak dapat diterima (unacceptable).

Matriks ini dibuat konsisten dengan skala yang dipilih
yaitu merupakan kombinasi matriks 3 x 3 atau 5 x 5.
Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan
menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan
risiko dalam Kegiatan Pengendalian.

Matriks Risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan
skala konsckuensi yang diukur sebelumnya. Matriks
yang dibuat harus konsisten dengan skala yaitu
merupakan kombinasi matriks 3 x 3 hingga 5 x 5.
Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan
menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan
risiko  dalam unsur SPIP berikutnya, Kegiatan
Pengendalian.,

Dalam skala tiga, matriks peta risiko terdiri dan
sembilan bidang. Bidang - bidang dengan spesifikasi
warna tersebut menjadi dasar menctapkan risiko yang
dapat diterima dan tidak dapat diterima. '

Contoh Matriks Risiko skala tiga adalah sebagai berikut :
[No| Kemungkinan Konsekuensi / Dampak ——:r

‘Rendah | Sedang Tingg

1 |Sering
2 | Kadang - kadang,
3 |Jarang
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skala konsckuensi yang diukur sebelumnya. Matriks
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dapat diterima dan tidak dapat diterima. '

Contoh Matriks Risiko skala tiga adalah sebagai berikut :
[No| Kemungkinan Konsekuensi / Dampak ——:r

‘Rendah | Sedang Tingg

1 |Sering
2 | Kadang - kadang,
3 |Jarang




Dalam klala lima, jenjang dan deskripsi dampak

diilustrasikan sebagai berikat :

No| Dampak |  Kualitas Pelayanan |

,-,{._ Tidak Pada prinsipnya, defisiensi atau  tidak

Signifikan adanya pelayanan rendah, tanpa ada

komentar 1

2 | Kurang Pelayanan dianggap memuaskan oleh

Signifikan masyarakat umum, tetapi  pegawal t
instansi mewaspadai adanya defesiensi

3 | Sedang Pelayanan dianggap kurang memuaskan |

oleh masyarakat umum dan pengawal |

organisasi !

4 | Signifikan Masyarakat umum menganggap pelayanan |

organisasi tidak memuaskan J

5 | Sangat Pelayana turun sangat jauh dibawah:
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tahun diabaikan
Probabilitas rendah,
tetapi lebih besar
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Pembedann konteks  risitko  pada  tingkat  atrategs,
organisasional dan operasional juga mengarahkan perilas
nmko mengidentifikasi sumber, dampak dan pihak yang
terkena dampak risiko. Untuk itu periu dibuatkan tata
cara pengukuran dampak risiko atas rumusan risiko yang
tendentifikasi.

Penetapan Kriteria Penilaian Risiko
Risiko vang sudah diidentifikasi harus dikategonkan untuk
menentukan strategi operasional pelaksanaan penilaian
nsiko  selanjutnya.  Kriteria  Evaluasi Ristko  yaitu
keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima
dan / atau mengenai tingat risiko vang dapat ditoleransi
dan yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan
pada awal kegiatan penilaian risiko. Kriteria Evaluasi dapat
dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan cfcktifitas
penanganan risiko.
a. Skala Dampak Risiko
Risiko, sebelum ditangani harus dianalisis atau
dievaluasi. Kriteria Penilaian Risiko atau Kriteria
Evaluasi Risiko terdiri dari tiga komponen yaitu
dampak, probabilitas dan gabungan dampak-
porbabilitas. Ketiga hal ini harus ditetapkan untuk
lebih mengarahkan analisis risiko.
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsckuensi atau
dampak risiko dapat dipilih (skala tiga atau skala ma)
dan dibuatkan deskripsinya untuk menjamin
konsistensi dalam analisis risiko.
Dalam klala tiga, jenjang dan deskripsi dampak
diilustrasikan sebagai berikut :
No | Dampak Deskripsi |
1 | Rendah Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas [
operasi rendah |
Pengaruhnya terhadap kepentingan p.\ru';
| pemangku kepentingan rendah I
2 | Sedang Pengaruh  terhadap dan aktuvitas opcm\zz
| sedang ) R
Pengaruhnya terhadap krpcmmgan para
pemangku kepentingan sedang

i

-

|

)

2

Tinggi Pengaruh terhadap strategi  dan ukuums!

! 3 !

operasi tinggi |
Pengaruhnya lcrl\mlnp k!"p(‘l“ll\hx\l\ p-\m

| pemangku kepentingan tinggi
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BAD IV
LANGKAH KERJA PENILAIAN RISIKO

Pentldon vintko terdivt dart dun jenin kegintan yaitu identifikasi
vintko dan annlinis perintiwvn yang mungkin menghambat pencapaian
tjuan ditinglant inntanai pemerintah dan tujuan ditingkat kegiatan,
Nagion ini menguraikan langkah  kerja - dalam  proses
menpidentifikasl  peristiwa risiko,  menganalisis — risiko  dan
menghantlkan peta riniko, Penerapan langkah - langkah berlaku
sctinp tindalan dan kegintan yang telah diidentifikasi dalam Desain
Penyelenggarann SPIP dan diklasifiknsikan sesuai konteks risiko.

A. IDENTIFIKASI RISIKO

Sebagai salah satu unsur Penilaian Risiko, Identifikasi Risiko
dilakukan  untuk  menggali  kejadian - kejadian  dalam
peloksanann tindakan  dan  kegintan  yang mungkin  dapat
menghambat pencapaian tujuan. Langkah - langkah berikut ini
memberi panduan untuk menggali informasi tentang pemilik
risiko, penyebab, pengendalian risiko yang sudah ada, dan
pencetapan sisa risiko. Melalui tahapan ini, akan disususn suatu
Daftar Risiko yang memuat informasi Sisa Risiko.

1. Prinsip Identifikasi Risiko

Risiko sclalu ada dan melekat dalam setiap kegiatan Instansi

Pemerintah, Namun demikian, para pelaksana kegiatan

umumnya kurang menyadari risiko tersebut schingga tidak

dapat mengantisipasi kegiatan pengendalian secara tepat.

Dalam rangkan menjamin perolehan identifikasi risiko yang

akurat, penilaian risiko harus menggunakan metodologi

yang tepat dan melibatkan para pemilik risiko yang terkait
dengan  kegiatan yang dinilai risikonya. Metodologi yang
tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang
keterlibatan para pemilik risiko penting karena mereka yang
mengerti kegiatan dan menjadi pihak yang terkena dampak
atas kegagalan pencapain tujuan.

2. Output Indentifikasi Risiko

Output Identifikasi Risiko adalah Daftar Risiko yang memuat

informasi tentang peristiwa risiko, pemilik risiko, penyebab

risiko, kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada, dan
sisa risiko sctiap tindakan atau kegiatan yang dinilai
risikonya.

3. Langkah Kerja Identifikasi Risiko

Langkah kerja utama untuk mendapatkan Daftar Risiko

untuk masing - masing tindakan dan kegiatan adalah

scbagai berikut :

1) Libatkan para pihak yang melaksanakan dan terkait
dengan jalannya kegiatan yang dinilai risikonya;

2) Pastikan bahwa orang - orang yang terlibat tersebut
mempunyai pengetahuan mengenai tujuan kegiatan serta
tugas dan fungsi instansinya;

3) Berdasarkan pemahaman tentang tujuan kegiatan (KKPR
1.1), proses bisnis dan pengendaliannya (KKPR 1.2) dan
AOl / Temuan Audit (KKPR 1.3), lakukan identifikasi
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6) Tuangkan langkah-langkah diatas dalam Kertas Kerja
form KKPR-3.1;

7) Petakan hasil yang tertuang dalam KKPR-3.1 dalam
suatu Peta Risiko sebagaimana tersaji dalam KKPR-
3.2,

PELAPORAN
Sebagai panduan dalam penyelesaian kegiatan penilaian risiko,
pada bagian ini akan diuraikan materia mengenai pelaporan
hasil penilaian risiko yang menyangkut muatan dan format
Laporan Hasil Penilaian Risiko.
1. Muatan Laporan
Laporan hasil penilaian risiko harus memenubhi kriteria :
1) Lengkap yaitu memuat informasi tentang risiko yang
memerlukan prioritas penanganan secara menyeluruh;
2) Akurat yaitu risiko atas kegiatan yang dilaporkan tepat
berkaitan dengan kegiatan yang memang memerlukan
penanganan; dan
3) Informatif yaitu memberikan hasil yang jelas dan mudah
ditindaklanjuti.
Sehubungan dengan hal tersebut, laporan minimal harus
memuat hal - hal sebagai berikut :
a. Pemilik Risiko;
b. Ruang Lingkup;
c. Daftar risiko, status dan peta risiko; dan
d. Saran terhadap prioritas pengendaliannya.
Laporan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi
pemilik risiko, dalam hal ii adalah pimpinan istansi
pemerintah atau penanggungjawab kegiatan untuk
menetapkan langkah - langkah pengendalian.

2. Format Laporan
Laporan hasil penilaian risiko perlu disajikan dengan format
yang seragam dengan tujuan untuk menjamin bahwa
muatan yang harus dilaporkan dapat diinformasikan dengan
baik. Format laporan disesuaikan dengan praktek yang biasa
berlaku di Pemerintah Daerah.
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2. Output Analisis Rislko

Output Analisis Risiko adalnh Statas doan Peta Risiko, Status

Risiko adalah suntu dafltar yang memunt informasi tentang,

sisn risiko, referensi dan niloi kemungkinan, reflerensi dan

nillt dampaknya, serta tingkant dan penejelasannyn sesuni

dengan urutan mulai dari sisn risiko denpgan tingkat risiko

terbesar sampai dengan tingkat terkecil (descend atau dari 7

ke A). Sedangkan Peta Risiko adalah suatu penggambaran

dart masing - masing sisa risiko sccara visual sesun dengan

nilainya dalam Matriks Peta Risiko schingga akan diperoleh

informasi pada area mana sisa risiko tersebut berada.,

3. Langkah Kerja Analisis Risiko

Langkah kerja utama untuk mendapatkan Status dan Peta

Risiko tersebut merupakan gabungan Penilaian Efcktifitas

Lingkungan Pengendalian dan Pedoman Teknis 2.2 scbagai

berikut :

a. Analisis Efektifitas Lingkungan Pengendalian
Areas of Improvement (AOI) dan temuan
BPK/APIP/Informasi Pengelola/lainnya atas unsur
Lingkungan Pengendalian dan kelemahan pengendalian
intern harus dianalisis karena merupakan sumber risiko
yang dapat mempengaruhi tujuan Instansi Pemerintah
dan SKPD, baik pada tingkat instansi maupun pada
tingkat kegiatan. Karakteristik integral SPIP dari
lingkungan pengendalian, bukan hanya melihat pengaruh
eksistensi kebijakan terkait sub-sub unsur Lingkungan
Pengendalian terhadap risiko pencapaian tujuan tetapi
juga pengaruh aspek hard control dan soft control
Lingkungan Pengendalian terhadap pencapaian tujuan

Instansi Pemerintah . Hasil analisis ini dituangkan dalam
KKPR - 1.3.

b. Melaksanakan Prosedur Analisis Risiko
Langkah-langkah  analisis risiko dalam rangka
mendapatkan Status dan Peta Risiko sebagai berikut :

1) Dapatkan sisa risiko berdasarkan hasil proses
Identifikasi Risiko yang telah dilakukan (KKPR 3.1);
Lakukan penilaian atas sisa risiko tersebut dengan
menggunakan kriteria penilaian atau referensi
sebagaimana tertuang dalam KKPR-2.2;

2) Lakukan penilaian kembali dengan memperhatikan
pengaruh AOI dan temuan BPK/APIP terhadap nilai

kemungkinan dan dampaknya sebagaimana tertuang
dalam KKPR-1.3;

3) Hitung tingkat risiko dengan mengalikan nilai
kemungkinan dan nilai dampaknya;
4) Berikan penjelasan tingkat risiko tersebut secara

kualitatif sehingga akan menggambarkan status risiko
tersebut;

S) Klasifikasikan risiko berdasarkan tingkatan preferensi

instansi pemerintah yaitu tingkat tinggi (unacceptable)
dan tingkat rendah (acceptable);
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h) Apnkah dann, SDM, atau Waktu membuat
peneapainn tujuan lebih atau kurang efisien?
¢) Apa yang membuat stakcholder mempengaruhi
pencapainn tujuan?
d) Adalah mengarnh pada manfaat tambahan?
3) Apn pengaruh risiko terhadap pencapaian tujuan?
n) Kapan, di mana, mengapa dan bagaimana
kemungkinan terjadinya risiko?
b) Siapa pihak yang terlibat atau yang dapat dampak
risiko?
¢) Apakah kegiatan pengendalian atau tindakan
penanganan sudah ada?
d) Apa yang dapat membuat design pengendalian
tidak efektif mengendalikan risiko?
10)Identifikasi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada
berkaitan dengan peristiwa risiko;
11)Tentukan sisa risiko atas peristiwa risiko jika dihadapkan
dengan pengendalian yang sudah ada. Kriteria cvalusi
kegiatan pengendalian ssehingga dapat menetukan sisa
risiko adalah sebagai berikut :
- Sisa Risiko = Peristiwa Risiko
Dalam hal pengendalian yang ada Tidak Memadai
yaitu belum dapat menghilangkan risiko yang ada;
- Sisa Risiko = Tidak Ada
12) Dalam hal pengendalian yang ada Memadai artinya
sudah dapat menghilangkan risiko yang ada.
Tuangkan langkah - langkah diatas dalam Kertas Kerja
(KKPR - 3.1)

ANALISIS RISIKO
Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai

dari suatu sisa risiko yang telah diidentifikasi dengan

mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan

hasil penilaian tersebut, suatu sisa risiko dapat ditentukan

tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu

informasi untuk menciptakan design pengendalian.

1. Prinsip Analisis Risiko
Sisa risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis
herdasarkan informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh
nilai kemungkinan dan dampak yang tepat. Ketepatan
penilaian ini penting karena hasil yang diperoleh akan
menentukan prioritas penanganannya.
Dalam penilaian dibutuhkan adanya data - data kejadian
pada tahun - tahun sebelumnya serta data prediksi untuk
kejadian untuk masa yang akan datang. Karenanya proscs
ini membutuhkan proses analisis informasi dan peran serta
pelaksana kegiatan yang sangat memahami proses
operasionalnya dan bila dimungkinkan juga melibatkan para
pihak yang terlibat.
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¢) Apakah kegiatan pengendalian atau tindakan
penanganan sudah ada?
d) Apa yang dapat membuat design pengendalian
tidak efektif mengendalikan risiko?
10)Identifikasi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada
berkaitan dengan peristiwa risiko;
11)Tentukan sisa risiko atas peristiwa risiko jika dihadapkan
dengan pengendalian yang sudah ada. Kriteria cvalusi
kegiatan pengendalian ssehingga dapat menetukan sisa
risiko adalah sebagai berikut :
- Sisa Risiko = Peristiwa Risiko
Dalam hal pengendalian yang ada Tidak Memadai
yaitu belum dapat menghilangkan risiko yang ada;
- Sisa Risiko = Tidak Ada
12) Dalam hal pengendalian yang ada Memadai artinya
sudah dapat menghilangkan risiko yang ada.
Tuangkan langkah - langkah diatas dalam Kertas Kerja
(KKPR - 3.1)

ANALISIS RISIKO
Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai

dari suatu sisa risiko yang telah diidentifikasi dengan

mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan

hasil penilaian tersebut, suatu sisa risiko dapat ditentukan

tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu

informasi untuk menciptakan design pengendalian.

1. Prinsip Analisis Risiko
Sisa risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis
herdasarkan informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh
nilai kemungkinan dan dampak yang tepat. Ketepatan
penilaian ini penting karena hasil yang diperoleh akan
menentukan prioritas penanganannya.
Dalam penilaian dibutuhkan adanya data - data kejadian
pada tahun - tahun sebelumnya serta data prediksi untuk
kejadian untuk masa yang akan datang. Karenanya proscs
ini membutuhkan proses analisis informasi dan peran serta
pelaksana kegiatan yang sangat memahami proses
operasionalnya dan bila dimungkinkan juga melibatkan para
pihak yang terlibat.



4)

S)

6)

7)

9)

risiko yang meliputi : Peristiwa Risiko, Pemilik Risiko,
sumber dan uraian penyebab risiko, pengendalian yang
ada serta sisa risiko (KKPR 3.1);

Lakukan wawancara, evaluasi dokumen, pengamatan dan
pendekatan lainnya untuk menggali peristiwa risiko yang
ada dalam pelaksanaan suatau kegiatan,

Buatkan catatan — catatan tentang peristiwa risiko yang
berhasil diidentifikasi,

Adalah rapat internal (diskusi panel atau Focus Group
Discussion (FGD) untuk mematangkan pengidentifikasian
risiko dengan pendekatan proses bisnis berdasarkan
informasi yang tertuang dalam KKPR 1.2. Kornfirmasi
ulang catatan — catatan yang berkaitan dengan risiko
yang telah teridentifikasi dan mintakan masukan atas
risiko - risiko yang baru yang sebelumnya belum
teridentifikasi.

Metode dan teknik identifikasi dapat juga dilakukan
melalui teknik identifikasi risiko sebagaimana tabel
dibawah ini :

Teknik Identifikasi Risiko

No | Metode (PP.60) Teknik Keterangan
Identifikasi

1 | Kualitatif Brainsstorming P

2 Kulaitatif- Facilitated P
Kuantitatif Workshop

3 | Prakiraan dan What-If Case P
Perencanaan Scenrario Analysis
Strategis

4 | Pemeringkatan Check List R

5 | Pembahasan Prioritising P/R
Pimpinan

6 | Hasil DA/Temuan | Daftar Potensi R
Audit/EValuasi Risiko

P= Prospektif; R = Retrospektif

Dapatkan informasi tambahan yang sah
(valid)/identifikasi informasi/dokumen yang mendukung
(SOP, Laporan Hasil Audit/Evaluasi, pembertaan dalam
media masa) bahwa risiko — risiko dimaksud memang
mungkin akan terjadi;
Tentukan pemilik risiko atas peristiwa yang kemungkinan
dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah
berhasil diidentifikasi dalam tahapan diatas;
Identifikasi faktor penyebab terjadinya risiko dengan
panduan sebagai berikut :
1) Apa penyebab atau sumber risiko?
2) Apa konsekuensi yang mungkin terjadi?

a) Apakah  meningkatkan  atau menurunkan

efektifitas pencapaian tujuan?
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Perencanaan Scenrario Analysis
Strategis

4 | Pemeringkatan Check List R

5 | Pembahasan Prioritising P/R
Pimpinan

6 | Hasil DA/Temuan | Daftar Potensi R
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dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah
berhasil diidentifikasi dalam tahapan diatas;
Identifikasi faktor penyebab terjadinya risiko dengan
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Petunjuk Pengisian :

A. Data Awal

Kolom Uraian diisi dengan :

1. Sasaran Kegiatan

2. Tujuan Kegiatan

3. Tujuan Organisasi
4. Misi
5. Visi

Indikator sasaran kegiatan sebagaimana tertera dalam
DPA dan/atau dokumen lain. Apabila terdapat
ketidaksesuaian uraian sasaran dalam beberapa
dokumen dimaksud, ungkapkan seluruhnya.

Pilih Ya atau Tidak sesuai dengan kriteria yang
terpenuhi. Apabila terdapat perbedaan sasaran antar
dokumen, maka penilaian kriteria dilakukan terhadap
masing — masing sasaran.

Tujuan kegiatan sesuai konteksnya (strategis,
organisasional atau operasional).

Tujuan Unit Organisasi

Misi yang terkait dengan kegiatan yang bersangkutan.
Visi pada instansi pemerintah yang bersangkutan, diisi

jika penilaian risiko dilaksanakan pada level

Pemerintah Daerah.

B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN

Kolom Uraian diisi dengan :

1. Sasaran Kegiatan

2. Tujuan Kegiatan

Indikator sasaran kegiatan yang telah disesuaikan
dengan kriteria SMART. Penyelarasan dilakukan
dengan mengidentifikasi kriteria yang belum terpenuhi
kemudian kriteria tersebut baik secara tersirat atau
tersurat dinyatakaan dalam sasaran kegiatan.

Tujuan kegiatan yang telah diselaraskan dengan misi
dan visi instansi pemerintah dan dikaitkan dengan
sasaran yang telah diselaraskan.

(3]



LAMPIRAN 1T PERATURAN RUPATIBELU

NOMOR
TANGGAL

NAMA ENTITAS

Tujuan

Penyclengparaan

Nama Kegiatan

* 2R TAHUN 2019
:2JULI 2019

FORMAT KERTAS KERJA PENILATAN RISIKO (KKPR)

..........................

...............................

KKPR-1.1

PENEYELARASAN TUJUAN KEGIATAN

: [ Kegiatan yang akan dinilai risikonya

A. DATA AWAL:

. T ——
Memastikan bahwa sasaran kegiatan telah SMART dan tupuan |
kegiatan telah sclaras dengan visi dan misi Instansi Pemerintah, i
scrta melakukan perbaikan apabila ditemukan adanya kclcm.nh.m, }

e
|

|
i

———— e ey

No. Butir Kegiatan Uraian l
I Sasaran dan Indikator ]
Kegiatan Apakah indikator sasaran telah memenuhi kritena :
a. Spesifik Ya/Tidak
b. Dapat diukur Ya / Tidak
c. Dapat dicapai Ya/Tidak
d. Relevan Ya/Tidak
c¢. Terikat waktu Ya/Tidak
i Tujuan Kegiatan B
3. Tujuan Organisasi
4. Misi
5. | Visi -
B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN
No Butir Kegiatan Bl © Urmian
(1 (2) (3)
1. Sasaran Kegiatan o
2. | Tujuan Kegiatan




LAMPIRAN 1T PERATURAN RUPATIBELU
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2. | Tujuan Kegiatan




PETUNJUK PENGISIAN :

Al

PROSES BISNIS

1. Bagan Alir : Tuangkan bagan alir yang menggambarkan
proses operasional atas kegiatan yang akan
dinilai risikonya.

2. Prosedur : Uraikan  urutan  langkah-langkah  dalam
pelaksanaan kegiatan.
3. Formulir dan Instrumen : Sebutkan formulir yang digunakan dalam proses
Pengendalian lainnya operasional dan pengendalian yang telah ada.

DATA KEGIATAN (optional)

1. Anggaran :  Sebutkan jumlah anggaran atas kegiatan terscbut

2. Ruang Lingkup : Scbutkan areca yang menjadi batasan kegiatan
tersebut

3. Waktu :  Sebutkan batasan waktu pelaksanaan kegiatan

4. Lokasi : Scbutkan tempat berlangsungnya kegiatan

5. Input . Scbutkan input kegiatan

6. Output : Sebutkan output kegiatan

7. Pihak Terkait : Pihak yang berkaitan dengan  pelaksanaan
kegiatan

8. Ketentuan / Peraturan : Scbutkan ketentuan  yang  terknit — dengan
yang Relevan pelaksanaan kegiatan,
9. Sarana dan Prasarana ¢ Sebutkan sarana dan prasarann yang digunakan

dalam pelaksanaan kegintan

Catatan :
Data Optional berarti hanya diisi jika relevan dengan visiko  yang akon
diidentifikasi.



PETUNJUK PENGISIAN :
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P

B. DATA KEGIATAN

No Elemen Uraian

1. | Anggaran

2. | Ruang Lingkup

3. | Waktu

4. Lokasi

5. | Input

6. | Output

7. | Pihak Terkait

8. | Ketentuan / Peraturan
yang Relevan

9. | Sarana dan Prasarana




P

B. DATA KEGIATAN

No Elemen Uraian

1. | Anggaran

2. | Ruang Lingkup

3. | Waktu

4. Lokasi

5. | Input

6. | Output

7. | Pihak Terkait

8. | Ketentuan / Peraturan
yang Relevan
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KKPR-1.2

NAMA ENTITAS ittt st sas e et st sas et steateettassssseasensaressens
PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSINES PROCESS)

Tujuan - —l——MLI—{gl(—]L_lll-lllk.lql vw.llllt: - prosedur, f’nrmuli-;,_ instrumen

Pemahaman pengendalian lainnya dan peraturan yang relevan.

Proses Bisnis 2. Menjadi dasar berfikir dalam identifikasi risiko.

Nama Kegiatan

A. PROSES BISNIS
1. Bagan Alir

2. Prosedur

3. Prosedur Pengendalian yang ada

4. Formulir dan Instrumen pengendalian lainnya




KKPR-1.2

NAMA ENTITAS ittt st sas e et st sas et steateettassssseasensaressens
PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSINES PROCESS)

Tujuan - —l——MLI—{gl(—]L_lll-lllk.lql vw.llllt: - prosedur, f’nrmuli-;,_ instrumen

Pemahaman pengendalian lainnya dan peraturan yang relevan.
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Petunjuk Pengisian :

A. Data Awal

Kolom Uraian diisi dengan :

1. Sasaran Kegiatan

2. Tujuan Kegiatan

3. Tujuan Organisasi
4. Misi
5. Visi

Indikator sasaran kegiatan sebagaimana tertera dalam
DPA dan/atau dokumen lain. Apabila terdapat
ketidaksesuaian uraian sasaran dalam beberapa
dokumen dimaksud, ungkapkan seluruhnya.

Pilih Ya atau Tidak sesuai dengan kriteria yang
terpenuhi. Apabila terdapat perbedaan sasaran antar
dokumen, maka penilaian kriteria dilakukan terhadap
masing — masing sasaran.

Tujuan kegiatan sesuai konteksnya (strategis,
organisasional atau operasional).

Tujuan Unit Organisasi

Misi yang terkait dengan kegiatan yang bersangkutan.
Visi pada instansi pemerintah yang bersangkutan, diisi

jika penilaian risiko dilaksanakan pada level

Pemerintah Daerah.

B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN

Kolom Uraian diisi dengan :

1. Sasaran Kegiatan

2. Tujuan Kegiatan

Indikator sasaran kegiatan yang telah disesuaikan
dengan kriteria SMART. Penyelarasan dilakukan
dengan mengidentifikasi kriteria yang belum terpenuhi
kemudian kriteria tersebut baik secara tersirat atau
tersurat dinyatakaan dalam sasaran kegiatan.

Tujuan kegiatan yang telah diselaraskan dengan misi
dan visi instansi pemerintah dan dikaitkan dengan
sasaran yang telah diselaraskan.

(3]



KKPR-2,1
NAMA ENTITAS ¢ coarimssmnmmsnnsssotsmmmmsisssstassssosseisomssssrisnmesssssssmoasssesssaesn
PERUMUSAN STRUKTUR ANALISIS RISIKO

Tujuan Perumusan ;| Dimilikinya kerangka pikir (sebagai dasar mengidentifikasi dan
menganalisis  risiko) dengan  merumuskan  sumber  risiko  dan
“dampaknya serta menganalisis pihak yang terkena dampak.,

Nama Kegiatan

No Sumber l);lmpi;k

(1) (2) () (4)

PETUNJUK PENGISIAN :

Kolom (1) : Cukup jelas
Kolom (2) : Uraikan sumber risiko berasal (internal : SDM, metode, dana,

material, sarana dan prasarana; cksternal : ipolcksosbudhankam).

Kolom (3) ¢ Uraikan arcal dampak — dampak yang terkait dengan pencapaian
tujuan.
Kolom (4) : Sebutkan pihak — pihak yang terkena dampak (misalnya :

masyarakat, pemerintah dll)

Catatan :

Jika sumber tidak dapat dikaitkan langsung dengan dampak, maka pengisiannya dapat
dilakukan dengan membuat daftar terpisah.




KKPR-2,1
NAMA ENTITAS ¢ coarimssmnmmsnnsssotsmmmmsisssstassssosseisomssssrisnmesssssssmoasssesssaesn
PERUMUSAN STRUKTUR ANALISIS RISIKO
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dilakukan dengan membuat daftar terpisah.




PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR RISIKO

Kolom (1)

Kolom (2)

Kolom (3)
Kolom (4)

Kolom (5)
Kolom (6)
Kolom (7)

Kolom (8)

Bern Kode Identitas Risiko (KIR) atau nomor urut risiko sesua dengan
urutan peristiwa risiko berdasarkan proses bisnisnya
Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalanian
proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan instanss
pemerintah
Berikan keterangan para pemilik risiko atas peristiwa yang diidentifikasi
Isi dengan sumber penyebab risiko, misalnya : perilaku manusia, teknologi,
keschatan dan keselamatan kerja, ckonomi, ketaatan pada peraturan, politik,
bangunan, peralatan, lingkungan, keuangan, kejadian alam
Tentukan U (Uncontrollable) atau C (Controllable) bagi pemilik risiko
Berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadap risiko
Scbutkan jenis pengendalian (Kebijakan / SOP) yang sudah ada dan nyatakan
memadai atau tidak
Isilah sisa risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa risiko
yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada
dengan kriteria sebagai berikut :
e Sisa Risiko = Peristiwa Risiko
Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan risiko
yang ada
e Sisa Risiko = Tidak Ada
Dalam hal pengendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat
menghilangkan risiko yang ada

11



NAMA ENTITAS

Tujuan Penyusunan

Nama Kegiatan

KKPR - 3.1

.................................................................................................

PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO

Tersusunnya Daftar Risiko yang memuat peristiwa, pemilik,
penyebab, pengendalian yang sudah ada dan sisa risikonya

]

DAFTAR RISIKO
KIR *) | Pernyataan | Pemilik Penyebab Pengendalian Sisa
Risiko yang Ada Risiko
Sumber | U/C Uraian
(1) (2) 3) 4) () (6) (7 (8)
*) KIR : Kode Identitas Risiko
10
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PETUNJUK PENGISIAN :
A. SKALA DAMPAK

Kolom (1) : Cukup jelas

Kolom (2) : Isi dengan kategori dampak (finansial, operasional, kinerja dll.)
misalnya scsuai dengan aspek kegiatan  berdasarkan  proses
operasionalnya

Kolom (3) : Isi dengan indikator masing — masing kategori (kerugian finansial,

waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu atau mutu dIl.) schingga
akan menjadi kata kunci ketika akan melakukan analisis risiko.

Kolom (4) : Tetapkan skala yang akan digunakan (dapat menggunakan skala 3, 4
atau 5), kemudian definisikan level dampaknya sesuai dengan
kategorinya masing — masing.

B. SKALA KEMUNGKINAN

Kolom (1) :  Cukup jelas

Kolom (2) : Sebutkan definisi atau penyebutan kemungkinan untuk masing — masing
tingkat sesuai dengan skala kemungkinan yang dipilih.

Kolom (3) : Isi dengan frekuensi atau rata — rata kejadian dalam satu tahun atau

periode lainnya sesuai dengan siklus kegiatan.
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Kolom (4) : Tetapkan skala yang akan digunakan (dapat menggunakan skala 3, 4
atau 5), kemudian definisikan level dampaknya sesuai dengan
kategorinya masing — masing.

B. SKALA KEMUNGKINAN

Kolom (1) :  Cukup jelas

Kolom (2) : Sebutkan definisi atau penyebutan kemungkinan untuk masing — masing
tingkat sesuai dengan skala kemungkinan yang dipilih.

Kolom (3) : Isi dengan frekuensi atau rata — rata kejadian dalam satu tahun atau

periode lainnya sesuai dengan siklus kegiatan.
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PETUNJUK PENGISIAN :
A. STATUS RISIKO
Kolom (1) : Isi kode sesuai dengan Kode Identitas Risiko (KIR) dalam Dafiar
Risiko yang masih mempunyai sisa risiko.

Kolom (2) : Pernyataan Risiko diisi dengan sisa risiko sebagaimana tertuang dalam
Dafiar Risiko.

Kolom (3) : Tuliskan referensi kemungkinan berdasarkan kategori skala
kemungkinan yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai (lihat KKPR -
2.2 B).

Kolom (4) : Tentukan nilai kemungkinannya sesuai dengan skala kemungkinan

yang dibuat atau disepakati (KKPR — 2.2 B).
Kolom (5) : Tuliskan referensi dampak berdasarkan kategori skala dampak yang
sesuai untuk sisa risiko yang dinilai (lihat KKPR — 2.2 A).

Kolom (6) : Tentukan nilai dampaknya seesuai dengan skala dampak yang dibuat
atau disepakati (KKPR -2 .2 A).
Kolom (7) : - Tentukan tingkat risiko yang nilainya merupakan hasil perkalian
kolom (4) dengan kolom (6).

- Lakukan pengurutan dari nilai tingkat risiko terbesar menuju
tingkat risiko terkecil (descending atau dari Z ke A).
Kolom (8) : Berikan penjelasan atau penyebutan atas tingkat risiko tersebut
(misalnya : tinggi, sedang atau rendah).

B. PETA RISIKO
Gambarkan status masing — masing sisa risiko dalam diagram diatas dengan

menempatkan masing — masing kode register atau nomor urut pada bidang atau area
yang sesuai.

BUPATI BELU, %

ly WILLYBRODUS LAY



NAMA ENTITAS

Tujuan Penyusunan

................................................................................................

KEKPR

PENYUSUNAN STATUS DAN PETA RISIKO

. W J

Menetapkan status risiko  yang  memuat informasi  tentany
tingkat dan status atas sisa risiko serta membuat gambaran
posisi status / tingkat dari masing — masing risiko secara visual

sesuai  dengan  arcanya  schingga  memudahkan  dalam
pengambilan keputusan -
Nama Kegiatan B
A.STATUS RISIKO
KIR | Pernyataan | Kemungkinan Dampak Tingkat Penjelasan |
Risiko Uraian | Nilai | Uraian | Nilai Risiko
M (©) “ () 6 | (N=@)x(6) @ |
B. PETA RISIKO
Tingkat Dampak
Tingkat Kemungkinan Sangat Kecil Sedang Besar Sangat
Kecil Besar
Uraian Kemungkinan 1 2 4 5
Sangat sering 5
Sering 4
Cukup sering 3
Jarang 2
Sangat jarang 1
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PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR RISIKO

Kolom (1)

Kolom (2)

Kolom (3)
Kolom (4)

Kolom (5)
Kolom (6)
Kolom (7)

Kolom (8)

Bern Kode Identitas Risiko (KIR) atau nomor urut risiko sesua dengan
urutan peristiwa risiko berdasarkan proses bisnisnya
Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalanian
proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan instanss
pemerintah
Berikan keterangan para pemilik risiko atas peristiwa yang diidentifikasi
Isi dengan sumber penyebab risiko, misalnya : perilaku manusia, teknologi,
keschatan dan keselamatan kerja, ckonomi, ketaatan pada peraturan, politik,
bangunan, peralatan, lingkungan, keuangan, kejadian alam
Tentukan U (Uncontrollable) atau C (Controllable) bagi pemilik risiko
Berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadap risiko
Scbutkan jenis pengendalian (Kebijakan / SOP) yang sudah ada dan nyatakan
memadai atau tidak
Isilah sisa risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa risiko
yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada
dengan kriteria sebagai berikut :
e Sisa Risiko = Peristiwa Risiko
Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan risiko
yang ada
e Sisa Risiko = Tidak Ada
Dalam hal pengendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat
menghilangkan risiko yang ada
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